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Berita Utama

Dewan Pers Sampaikan “Peringatan Etik”

etua Dewan Pers, Bagir
Manan, menyampaikan
“peringatan etik” kepada
pemilik perusahaan pers
terkait dengan liputan tentang
Pemilu 2014. la meminta pemilik
perusahaan pers untuk tetap men-
junjung tinggi kaidah pers, antara
lain menghormati pekerja persnya

sendiri, termasuk menghormati
sikap profesional mereka sebagai
jurnalis.

“Ada ‘pagar api’ antara pemilik
dan pengelola redaksi. Kita meminta
‘pagar api’ itu tidak dipadamkan,”
kata Bagir Manan saat jumpa pers
di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta,
Selasa, 18 Maret 2014. Anggota
Dewan Pers, Imam Wahyudi, turut
hadir dalam jumpa pers ini.

Bagir Manan menyatakan,
saatini secara hukum memang tidak
ada larangan pemilik perusahaan
pers terjun ke dunia politik untuk
ikut mengelola negeri ini. Namun,
sepanjang berkaitan dengan pers,
kaidah pers harus tetap dijunjung
tinggi. Kecenderungan keberpihakan
terhadap partai politik tertentu jangan
sampai mencederai kaidah pers
dan hak rakyat mendapat informasi.
Menurutnya, apabila pemilik media
pers menjunjung tinggi kaidah
pers, hal itu sama sekali tidak akan
menjadi kendala bagi mereka untuk
menjadi pemimpin negeri ini.

la menambahkan, untuk lem-
baga penyiaran, ada pembatasan
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Kecenderungan
keberpihakan
terhadap partai
politik tertentu
jangan sampai
mencederai kaidah
pers dan hak rakyat
mendapat informasi
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MENJAWAB PERTANYAAN - Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, didampingi anggota Dewan
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Pers, Imam Wahyudi, (tidak tampak di dalam foto) memberikan penjelasan tambahan dan
menjawab pertanyaan wartawan seusai konferensi pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta,

18 Maret 2014.

yang perlu diperhatikan. Pertama,
terkait dengan penggunaan frekuen-
si milik publik oleh televisi free to air
terrestrial. Oleh karena itu televisi
tidak boleh partisan. Kedua, ada
asas jurnalistik yang harus ditaati.

“Batas hak seseorang adalah
hak orang lain,” tegas mantan Ketua
Mahkamah Agung ini. Menurutnya,
pekerjaan jurnalistik adalah pekerja-
an profesional. Karena itu, “jangan
sampai mencederai profesionalisme
saudara,” katanya.

Pentingnya Pemilu

Bagir Manan menambahkan,
pers harus ikut menyukseskan
pemilu yang sangat penting bagi
bangsa kita. Ada lima prinsip
yang menyebabkan pemilu men-
jadi penting. Pertama, pemilu
sebagai upaya mewujudkan dan
mendewasakan demokrasi kita.
Kedua, pemilu sebagai instrumen

perubahan untuk mendekatkan
tujuan kita bernegara. Ketiga,
pemilu sangat penting karena

merupakan waktu reorientasi dalam
bermasyarakat dan bernegara,
melakukan evaluasi terhadap apa
yang selama ini kita jalankan.
Keempat, dengan pemilu Kkita

mempunyaikesempatan mendengar
dan membicarakan gagasan baru
untuk masa depan yang lebih baik.
Kelima, pemilu memberi kesempatan
kepada rakyat untuk menilai
perjalanan kita dalam bernegara.
Pemilu merupakan wujud rakyat
berdaulat juga momentum untuk
memperbarui pengelola negara.

“Lima prinsip itu menyebabkan
pemilu penting. Saya berharap pers
menempatkan diri, tidak main-main
dengan pemilu. Pers tidak sekedar
memberitakan, tetapi sebagai orang
yang turut mengemban misi penting
pemilu,” ungkapnya.e

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

Mengembangkan Kemerdekaan Pers
dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional
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Liput Lebih Intens Rekam Jejak
Peserta Pemilu 2014

edia perlu lebih intens
meliput rekam  jejak
peserta pemilu. Sisi ini

perlu digiatkan lagi dalam
pe-liputan pemilu, baik itu pemilu
legislatif, pemilukada, ataupun
pilpres yang bisa menyentuh
aspek-aspek yang luput dari
pandangan masyarakat. “Secara
nasional pun kami lihat media
masih kurang meliput rekam jejak
peserta pemilu,” kata anggota
Dewan Pers Nezar Patria dalam
Workshop Peliputan Pemilu 2014 di
Bandarlampung, Provinsi Lampung,
Kamis (20/3/2014).

Dalam Workshop itu selain
Nezar, juga tampil sebagai pem-
bicara anggota Dewan Pers Ninok
Leksono, anggota Komisi Pemilihan
Umum Lampung Firman Seponada
dan anggota Badan Pe-ngawas
Pemilu Lampung Fathikathul
Khoiriyah.

Kemudian Nezar memberikan
ilustrasi. “Ada contoh liputan salah
satu media di Jawa mengenai
caleg vyang Dberlatar belakang
tukang semir sepatu. Dia berkeliling
menawarkan semir sepatu kepada
warga sembari menyosialisasikan
dirinya. Dia menjelaskan seperti apa
rencananya jika terpilih, bagaimana
dia ingin memperjuangkan pem-
bangunan jembatan di daerah
tempat tinggalnya”, paparnya.

Dia menambahkan media
juga tidak boleh menutup mata
terhadap masyarakat pinggiran.
Media sebaiknya mengungkap
harapan-harapan warga pinggiran
dalam pemilu. “Apa yang menjadi
impian dan harapan mereka? Ini

perlu karena yang merasakan
langsung dampak dari pemilu
adalah mereka. Ini juga yang

bisa memperkaya pemberitaan”,
kata Ketua Komisi Hubung-an
Antarlembaga dan Luar Negeri
Dewan Pers itu.
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X Workshop Peliput;
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PEMBICARA - Anggota Dewan Pers, Nezar Patria dan Ninok Leksono (keduanya berada
di tengah) tampil sebagai pembicara dalam Workshop Peliputan Pemilu 2014 di Lampung,
20 Maret 2014.

Kode Etik

Sementara itu, Ninok Leksono
mengimbau agar media dan para
jurnalisnya selalu berpegang
pada kode etk jurnalistik dalam
konteks peliputan dan pemberitaan
tentang pemilu. “Dalam kode etik
jurnalistik, wartawan harus menjaga
independensinya dari kepentingan-
kepenti-ngan politik peserta pemilu
mulai dari partai hingga calon”,
kata Ketua Komisi Pengembangan
Profesi Wartawan, Penelitian dan
Pendataan Perusahaan Pers Dewan
Pers ini.

Untuk memperkaya informasi
tentang pemilu bagi masyarakat,
media bisa mengelola berita-berita
yang inovatif. “Mengenai rekam
jejak calon, misalnya, ini yang kami
maksud dengan berita yang inovatif.
Masyarakat akhirnya memperoleh
gambaran mengenai siapa dan apa
latar belakang calon-calon yang
akan mereka pilih”, pungkasnya.

Kepentingan Publik

Dari Makassar pada acara
serupa diwartakan, Ketua Komisi
Hukum Dewan Pers, Yosep Adi

Prasetyo menekankan bahwa tugas
utama  jurnalistik  mengungkap
kebenaran. Kebenaran dalam
jurnalistik bukan kebenaran mutlak
tapi kebenaran yang bersifat
fungsional, yakni kebenaran yang
diyakini pada saat itu dan terbuka
untuk koreksi. “Komitmen utama
jurnalisme pada kepentingan publik.
Kepentingan pribadi, kelompok, atau
pemilik media harus ditempatkan
di bawahnya”, kata Yosep, Selasa
(18/3/2014).

Sedangkan anggota Dewan
Pers Ray Wijaya mengungkapkan,
Dewan Pers sangat serius melihat
bagaimana kesiapan jurnalis dan
media massa dalam menghadapi
pemilu. Menurutnya, pemilu yang
diinginkan adalah pemilu cerdas
dan berkualitas bukan hanya pesta
demokrasi yang tidak menghasilkan
apa-apa bagi publik. "Jangan sampai
orang menjadi capek dan sudah tidak
menyisakan harapan pada pemilu,
kemudian mereka apatis sehingga
angka partisipasi pemilu semakin
turun,” ujar Ray.e

(Sumber: tribun lampung, okezone.com,
republika.co.id)
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Antara Posisi dan Hak Politik Wartawan:
Silakan Memilih!

Oleh: Stanley Adi Prasetyo

anyak pertanyaan terkait

keberadaan wartawan

menjelang Pemilu 20147

Bolehkahmerekabergabung
ke salah satu partai politik peserta
Pemilu dan menjadi calon legislatif,
atau juga menjadi calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
ataupun sekadar menjadi anggota
tim sukses baik individu, partai
maupun pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden (capres/
cawapres)?

Pertanyaan ini betul-betul
mengusik kita semua. Jelas
wartawan adalah bagian dari warga
negara yang haknya untuk berpolitik
dijamin secara penuh oleh negara.
Pasal 28C Ayat (2) konsitusi
menjamin hak setiap warganegara
untuk ikut dalam memperjuangkan
haknya, baik dengan memilih atau
pun memajukan diri sendiri dengan
menyatakan bahwa “setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Jaminan atas hak untuk turut
serta dalam pemerintahan secara
lebih gamblang dicantumkan dalam
Undang-Undang No 39 Tahun 1999
tentang Hak asasi Manusia. Pasal
43 Ayat (1) UU No 39 Tahun
1999 menyatakan, “Setiap warga
negara berhak untuk dipilih dan
memilih dalam pemilihan umum
berdasarkan persamaan hak melalui
pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan pada Ayat (2) dikatakan,
“Setiap warga negara berhak turut
serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan
wakil yangdipilihnya, dengan bebas,
menurut cara yang ditentukan
dalam peraturan perundang-

undangan”.
Ketika seseorang memilih
bekerja ~menjadi wartawan,

sesungguhnya ia secara total telah
memilih untuk menyerahkan diri
guna mengabdi pada kepentingan
orang lain atau untuk kepentingan
publik secara luas. Agak mirip
seperti pekerjaan seorang dokter,
polisi atau tentara; pekerjaan
seorang wartawan menuntut setiap
saat dirinya berada di suatu tempat,
kapan dan di mana saja.

Pekerjaan wartawan adalah
sebuah profesi dalam rangka
memenuhi hak atas informasi
masyarakat yang dijamin oleh
negara berupa kebebasan pers.
Semua pihak dilarang menghalang-
halangi pekerjaan wartawan untuk
mencari, mengolah, dan menyebar-
luaskan informasi. Di Amerika
jaminan atas hal ini dinyatakan
melalui Amandeman Pertama
Konstitusi Amerika Serikat. Di
Indonesia selain dinyatakan dalam
konstitusi dan sejumlah UU lain,
jaminan ini juga dinyatakan secara
eksplisit dalam UU No. 40 Tahun
1999 tentang Pers.

Kode Etik

Dengan kebebasan yang tak
terbatas, tentu saja wartawan bukan
tak mungkin akan mengganggu
hak-hak asasi orang lain. Agar tak
mengganggu dan merugikan hak
orang lain dan demi menjamin
kemerdekaan pers serta memenuhi
hak publik untuk memperoleh
informasi yang benar maka para
wartawan bersepakat untuk
membuat norma dan aturan
berlandaskan moral dan etika
yang dikenal sebagai Kode Etik
Jurnalistik (KEJ).

Dalam Pasal 11 KEJ dinyatakan
bahwa “wartawan Indonesia ber-
sikap independen, menghasilkan

Stanley Adi Prasetyo

berita yang akurat, berimbang dan
tidak beritikad buruk”. Yang jadi
pertanyaan lebih lanjut apakah
seorang wartawan yang memilih
bergabung ke salah satu partai
peserta Pemilu dan menjadi calon
legislatif, atau juga menjadi calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), ataupun sekadar menjadi
anggota tim sukses baik individu,
partai maupun pasangan capres/
cawapres bisa tetap independen?
Dikalanganwartawan adayang
menyatakan, hal itu tergantung
dengan produk tulisan yang
dibuatnya dan juga penugasannya.
Kelompok wartawan yang mem-
perbolehkan seorang wartawan
menjadi caleg, bergabung ke partai
atau menjadi anggota tim sukses
menyatakan bahwa bisa saja
dengan menugaskan wartawan
untuk membuat liputan lain yang
tidak berhubungan dengan isu
yang terkait langsung dengan
kepentingannya sebagai caleg,
anggota partai atau tim sukses.
Misalnya liputan olahraga, fesyen,
kuliner atau liputan luar negeri.
Namun kelompok wartawan
yang berprinsip menjaga secara
ketat independensi wartawan
dengan menolak menjadi caleg,

Etika | Maret 2014
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Sorot

bergabung kepada partai ataupun
menjaditim sukses berpendapatlain.
Kelompok ini menyatakan semua
berita, apapun topik liputannya,
bisa saja disangkutpautkan dengan
kepen-tingan wartawan saat meliput
dan menulis karya jurnalistiknya.
Jadi pada prinsipnya seorang
wartawan sebaiknya tidak masuk
ke politik (menjadi caleg, menjadi
calon anggota DPD, bergabung ke
partai, atau pun menjadi tim sukses).

Kenapa? Setiap wartawan
pada dasarnya mengusung tugas
jurnalistik yang berat, vyaitu
mengungkapkan kebenaran. Ke-
benaran dalam jurnalistik bukanlah
ke-benaran yang bersifat mutlak
tetapi kebenaran yang bersifat
fungsional, yakni kebenaran yang
diyakini pada saat itu dan terbuka
untuk koreksi. Komitmen utama
jurnalisme sendiri adalah untuk
mengabdi pada kepentingan publik.
Kepentingan pribadi, kelompok
atau kepentingan pemilik media
harus selalu ditempatkan di bawah
kepentingan publik.

Ada banyak contoh bagaimana
media pers pernah dijadikan sebagai
alat propaganda untuk mendukung
kelompok, individu ataupun sebuah
rezim pemerintahan. Pers pada
banyak kasus digunakan untuk
menyerang dan menjatuhkan pihak
lawan. Demikian juga ada banyak
penguasa yang menggunakan

media untuk melanggengkan
kekuasaannya.
Barangkali kita masih ingat

bagaimana tabloid Demokrat (milik
PDI Perjuangan) pada awal 2000
memuat foto rekayasa Ketua MPR
Rl Amien Rais sebagai seorang
drakula menakutkan, lengkap
dengan taring dan tetesan darahnya
hingga tabloid Amanat (milik PAN)
perlu melawannya. Kedua media
tersebut tak berusia panjang dan
mati hanya beberapa bulan setelah
efuoria Pemilu 1999 usai.
Kekuatan pers antara lain
melalui proses  pembingkaian
(framing), teknik pengemasan
fakta, penggambaran fakta,
pemilihan  angle, penambahan
atau pengurangan foto dan gambar
dan lain-lain. Dengan demikian,

sebetulnya media punya potensi
untuk jadi peredam atau pun
pendorong konflik. Media bisa
memperjelas sekaligus memper-
tajam konflik atau sebaliknya:
mengaburkandanmengeleminirnya.
Media bisa merekonstruksi realitas,
tapi juga bisa menghadirkan
hiperealitas.

Wartawan pada hakekatnya
harus selalu mengembangkan
sikap kritis, peka, ingin tahu yang
besar pada setiap persoalan dan
peristiwa. Seorang wartawan se-
baiknya setiap hari selalu membaca
berbagai koran, majalah dan buku
terbitan dalam dan luar negeri.
Semuanya dibaca bukan karena
memang mendesak untuk dibaca,
tapi untuk mengantisipasi agar tak
ada berita penting yang lolos dari
pengamatan.

Pada dasarnya wartawan
adalah orang yang mencintai
pekerjaannya dengan sepenuh hati.
Artinya, ia akan selalu berupaya
membuat karya sesempurna
mungkin. Dalam persoalan yang
berhubungan dengan orang atau
pihak lain, wartawan akan berhati-
hati untuk tidak membuat
pemberitaan yang bisa melukai
orang lain. Dalam menulis atau
menyiarkan informasi, wartawan
akan selalu berusaha memberikan
tempat terhadap suara yang
beragam.

Wartawan juga akan menjaga
independensinya dari intervensi
atau pengaruh pihak lain, khusus-
nya terkait kepentingan kekuasaan
dan uang. Independensi tidak sama
artinya dengan tidak memihak.
Pemihakan wartawan bukanlah
pada orang atau kelompok, tetapi

pada kebenaran, keadilan, dan
perdamaian.
Profesi wartawan sebagai

orang yang piawai memburu dan
menulis berita tentu tak semua orang
dapat melakukannya. Wartawan
membutuhkan seperangkat penge-
tahuan dan metode tertentu dalam
meliput kejadiannya. Karena itulah
pekerjaanwartawanjugamerupakan
sebuah pekerjaan intelektual.
Pekerjaan seorang wartawan jelas
bukan hanya pekerjaan teknis.

Berita yang disajikan dalam
media, misalnya, bukanlah repro-
duksi mekanis dari sebuah peristiwa,
melainkan hasil pergulatan dan
dialektika yang intens antara
peristiwa tersebut dengan persepsi
dan kesadaran sang wartawan.

Dengan berpegangan pada segi
teknis tentang penyusunan berita,
seorang wartawan harus bergulat
dengan beberapa segi lain yang
melibatkan tanggung jawab sosial
dan integritas intelektualnya. Antara
lain bagaimana menyampaikan
berita itu sehingga sanggup men-
cerminkan keadaan sebenarnya
tetapi sekaligus mempertimbangkan
manfaat dan kebaikan yang diberi-
kan oleh pemberitaan itu terhadap
masyarakat pembaca, sambil
memberi perspektif dan warna
pemberitaan yang mencerminkan
nilai yang dianut oleh wartawan
atau media tempatnya bekerja.

Jadi independensi adalah
faktor penting bagi wartawan dalam
menjalankan profesinya. Wartawan
yang independen adalah wartawan
yang mandiri, merdeka dan tak
bergantung kepada pihak mana
pun. la punya sikap mandiri untuk
mempertahankan dan menyampai-
kan prinsip-prinsip kebenaran.

Bersikap independen bukan
berarti netral atau berimbang.
Berimbang maupun tidak berat
sebelah (fairness) adalah metode,
bukan tujuan. Keseimbangan bisa
menimbulkan distorsi bila dianggap
sebagai tujuan. Kebenaran bisa
kabur di tengah liputan yang
berimbang. Fairness juga bisa
disalahmengerti bila dianggap
sebagai tujuan. Kunci independensi
bagi jurnalis adalah setia pada
kebenaran. Kesetiaan inilah yang
membedakan wartawan dengan
juru penerangan atau propaganda.
Independensi ini juga yang harus
dijunjung tinggi di atas identitas lain
seorang wartawan.

Karena itu hanya ada dua
pilihan bagi seorang wartawan yang
bergabung ke salah satu partai
peserta Pemilu dan menjadi calon
legislatif, atau juga menjadi calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah

(DPD). » » » Bersambung ke hal 11
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Pengaduan

Dewan Pers Selesaikan 1 Pengaduan
Melalui Mediasi dan Keluarkan 1 PPR

ewan Pers berhasil menye-

lesaikan kasus pengaduan

melalui sidang mediasi dan

ajudikasi di Sekretariat
Dewan Pers, Jakarta, pada 20
Maret 2014 antara PT Logam Jaya
Abadi (LJA) dengan Surat Kabar
Palapa Pos.

Sebelumnya Dewan Pers
telah menerima pengaduan dari
PT. LJA, melalui Kantor Advokat &
Konsultan Hukum Ekklesia, tanggal
14 November 2013, atas sejumlah
berita suratkabar Palapa Pos yang
berjudul sebagai berikut:

“Karyawan Logam Jaya Abadi
Tewas”, (edisi 7/9/2013); “PT LJA
Tidak Laporkan Kecelakaan Kerja,
Disnakertrans Kecolongan”, (edisi
8/10/ 2013); “Keluarga Curigai
Penyebab Kematian Martin”,
(edisi 9/10/ 2013); Kasus LJA,
Disnakertrans Tidak Tahu Martin
Meninggal”, (edisi 10/10/ 2013);
“Keluarga Martin Terancam Tidak
Dapat JAMSOSTEK”, (edisi 11/10/
2013; “Polres Bekasi Diduga Terima
Suap Kasus Kematian Martin”,(edisi
16/10/ 2013).

Kemudian berita berjudul:
“Kasus Logam Jaya Abadi, Komnas
HAM Desak Polresta Bekasi
Lakukan Visum Jasad Martin”
(edisi 17/10/2013); “BPLH Gentar
Hadapi PT. Logam Jaya Abadi’,
(edisi 18/10/ 2013); “Usut Tuntas
Kematian Pegawai PT. Logam Jaya
Abadi”, (edisi 19/10/ 2013).“Proyek
Pengerukan PT. Logam Jaya Abadi
Tak Dilengkapi AMDAL”, (edisi 21
/10/ 2013); “Polisi Wajib Lakukan
Autopsi”, (edisi  23/10/2013);
“Limbah B3 di Kampung Bondol,
PT. Logam Jaya Abadi Sebut
100 Perusahaan Terlibat”, (edisi
24/10/ 2013) ; “BPLH Kota Bekasi
Meradang”, (edisi 28 /10/2013).

Menindaklanjuti  pengaduan
itu Dewan Pers meminta klarifikasi
kedua pihak. Pengadu hadir

PENANDATANGANAN - Kuasa hukum PT LJA, Elvis Pandiangan

(kiri), Ketua Komisi
Pengaduan Dewan Pers, M. Ridlo ‘Eisy (tengah) dan Wakil Pemimpin Umum Surat Kabar
Palapa Pos, Usman Gumanti (kanan) menandatangani Risalah Penyelesaian Pengaduan di
Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 20 Maret 2014.

memenuhi undangan Dewan Pers
pada 4 dan 21 Januari 2014,
sedangkan Teradu pada 26
Februari 2014. Berdasarkan hasil
pemeriksaan dan klarifikasi tersebut,
Dewan Pers menilai sepuluh berita
Palapa Pos melanggar Pasal 1 dan
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena
tidak berimbang, tidak akurat, tidak
uji informasi, dan atau memuat opini
yang menghakimi.

Surat Kabar Palapa Pos
memang telah memuat bantahan
atau klarifikasi dari pimpinan PT.
Logam Jaya Abadi pada edisi 22
Oktober 2013 berjudul “PT LJA:
Martin Meninggal Akibat Terjatuh”,
namun Dewan Pers menilai
pemuatan bantahan tersebut belum
cukup memadai untuk memberi
keadilan bagi Pengadu.

Akhirnya dalam pertemuan di
Sekretariat Dewan Pers, 20 Maret
2014,PengadudanTeradumenerima

penilaian Dewan Pers tersebut
dan menyepakati proses penye-
lesaian sebagai berikut: Palapa

Pos bersedia memuat Hak Jawab
dari Pengadu secara proporsional
disertai permintaan maaf kepada
Pengadu dan pembaca/masyarakat;
Palapa Pos bersedia memuat
Risalah Penyelesaian Pengaduan
bersamaan dengan pemuatan Hak
Jawab; Palapa Pos berkomitmen
menaati Kode Etik Junalistik dalam
pemberitaan selanjutnya tentang
Pengadu; Kedua pihak sepakat
menyelesaikan kasus tersebut di
Dewan Pers dan tidak melanjutkan
ke proses hukum, kecuali kesepa-
katan di atas tidak dipenuhi.

Risalah itu ditandatangani
masing-masing oleh  Elvis
Pandiangan (Kuasa Hukum PT LJA),
Usman Gumanti (Wakil Pemimpin
Umum Palapa Pos) dan M. Ridlo
‘Eisy (Ketua Komisi Pengaduan
Dewan Pers)

Pengaduan PPRSC

Dewan Pers juga mengeluar-
kan Pernyataan Penilaian dan
Rekomendasi terhadap media siber
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Pengaduan

www.beritaskr.com tanggal 17
Maret 2014. PPR ini terkait
pengaduan Perhimpunan Penghuni
Rumah Susun Campuran Graha
Cempaka Mas (PPRSC-GCM)
melalui surat tertanggal 25 Oktober
2013,12 dan 27 November 2013,
atas serangkaian berita yang dimuat
www.beritaskr.com.

Berita-berita tersebut berjudul:
“Lurah  Sumurbatu, Poulinawati:
Saya ditekan Atasan” (diunggah
11/10/2013); “Duta Pertiwi Adu
Domba Ahok dengan Dinas DKI”
(diunggah  2/9/2013); “AHOK:
Warga Jangan Terprovokasi Pihak
Luar (Duta Pertiwi)” (diunggah
26/9/2013); “Warga 9 Kawasan Tarik
Dukungan ke Ahok. Meragukan
Kepemimpinannya berpihak Kepada
Masyarakat” (diunggah 25/9/2013);
“Ahok  “Menggonggong”, Warga
GCM Tetap Kompak Setor luran ke
Rekening PPRS” (diunggah 25/9
2013); “PT Duta Pertiwi Pungli
Penghuni Rumah Susun Graha
Cempaka Mas Mencapai Angka Rp
2 Triliun” (diunggah 19/9/2013);
“Daftar Kejahatan Duta Pertiwi’
(diunggah 2/9/2013); “Gagal
Kibuli Ahok, Duta Pertiwi Peralat
Anggota DPRD DKI, Alaydrus”
(diunggah 2/9/2013); “Terbentuk
Kepengurusan PPPRS GCM
Baru. Wagub: “Jangan coba-coba
Melengserkan Pengurus PPRS
yang Sah” (diunggah 26/9/2013).

Menindaklanjuti  pengaduan
tersebut, Dewan Pers telah
meminta klarifikasi dan keterangan
dari Pengadu pada 22 Januari 2014.
Teradu yang diundang pada hari
yang sama tidak hadir tanpa alasan
yang jelas.

PPRSC-GCM mengadu kepada
Dewan Pers pada intinya, antara
lain, karena menilai berita www.
beritaskr.com merugikan, memutar-
balikkan fakta, fitnah, cenderung
tendensius dan merupakan ftrial by
the press.

Pada saat undangan perte-
muan 22 Januari 2014 dikirimkan
kepada Teradu dengan alamat
sesuai yang tertera di www.

MEDIASI — Dewan Pers menggelar sidang mediasi dan ajudikasi antara PT LJA dan Surat

Kabar Palapa Pos, 20 Maret 2014.

beritaskr.com Jl. Cikini VIII No.3,
Cikini, Menteng, Jakarta Pusat,
www.beritaskr.com masih dapat
diakses. Namun, ketika pertemuan
berlangsung antara Dewan Pers dan
Pengadu, www.beritaskr.com sudah
tidak dapat lagi diakses sampai
dengan Pernyataan Penilaian dan
Rekomendasi ini dikeluarkan.

Atas dasar itu, Dewan Pers
memutuskan Pengaduan PPRSC-
GCM tidak dapat diselesaikan
melalui mekanisme yang diatur
di dalam Undang-Undang No.
40/1999 tentang Pers dan Kode
Etik Jurna-listik, karena media

Teradu www.beritaskr.com tidak lagi
dapat diakses, sehingga tidak dapat
diperiksa lebih lanjut.

Tidak tersedia informasi yang
dapat memastikan bahwa www.
beritaskr.com adalah perusahaan
pers yang terikat pada Kode Etik
Jurnalistik dan UU Pers. Penang-
gungjawab www.beritaskr.com
tidak menghadiri undangan Dewan
Pers untuk dimintai keterangan
atau klarifikasi mengenai penga-
duan tersebut, terutama terkait
badan hukum www.beritaskr.com.
Demikian Pernyataan Penilaian dan
Rekomendasi Dewan Pers.e

DEWANPERS

Anda dirugikan oleh pemberitaan pers?
Gunakan Hak Jawab Anda.
Bila pemuatan Hak Jawab
kurang memuaskan,

adukan ke Dewan Pers.

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, — click on

www.dewanpers.or.id

dibentuk Dewan Pers yang independen”. (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)
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Opini

Pengantar Redaksi: Dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung antara tanggal

7-11 Februari 2014 di Bengkulu, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, memberikan sambutan dalam acara Konvensi
Media Massa. Agar masyarakat memahami secara utuh sambutan tersebut, berikut dimuat selengkapnya.

Hari Pers
Nsional Vil

@ N

SOLUS POPULI SUPREMA LEX

ntara tanggal 7-11 Februari
A 2014, masyarakat pers
Indonesia berkumpul
kembali untuk bersama-
sama memperingati Hari Pers
Nasional (HPN).  Sekali ini,
masyarakat pers Indonesia ber-
kumpul di Bengkulu (ibukota
Provinsi Bengkulu), bergilir dari

ibukota provinsi yang satu ke ibukota
provinsi yang lain. Ada beberapa
maksud penggiliran tempat-tempat
tersebut. Pertama, meskipun pers
telah lama menjadi bagian dari peri
kehidupan rakyat dan bangsa kita,
tetapi masih cukup banyak—baik
dari kalangan pers, masyarakat,
pengelola negara dan pemerintah—
yang melihat pers sebagai sesuatu
pranata yang terpisah dari peri
kehidupan masyarakat itu sendiri.
Masih ada kaum elit pers yang
menonjol-nonjolkan pandangan
Thomas Carlylle yang menyebut
pers sebagai the fourth estate,
yang menjadi bagian dari sistem
kekuasaan dalam suatu negara.
Lebih buruk lagi, di kalangan pers
masih ada yang menempatkan pers
di ivory tower (menara gading),
terlepas dari dasar-dasar natural
kehadiran pers itu sendiri. Dari sudut
pandang masyarakat, masih ada
yang belum menyadari pers adalah
pranata sosial milik masyarakat.
Pers adalah wadah sosial untuk
menyalurkan dan memperjuangkan
kepentingan masyarakat itu sendiri.
Dari segi kekuasaan, pers yang
dipandang berperan sebagai the
fourth estate, tidak jarang dipandang
sebagai sarana kekuasaan atau
sebaliknya sebagai saingan dalam
menjalankan peran kekuasaan.
Pada saat ini kita sedang ramai
membicarakan kepemilikan pers
oleh para pelaku politik, bahkan lebih
jauh dipersoalkan independensi pers
semacam itu. Sebagai sarana

Oleh: Bagir Manan

Bagir Manan Ketua Dewan Pers

kekuasaan, pers dipergunakan untuk
kepentingan  kekuasaan atau
memperoleh kekuasaan. Sebagai
saingan (power competitor), sekali-
kali muncul semacam purbasangka
terhadap pers. Keluarlah ungkapan-
ungkapan seperti pers kebablasan,
pers hanya berorientasi pada
kebebasan dan kurang menge-
depankan tanggung jawab, pers
terlalu menekankan fungsi ekonomi
(alat mencari laba sebanyak-
banyaknya). Kedua, memindah-
mindahkan HPN dari satu ibukota
provinsi ke ibukota provinsi yang
lain dimaksudkan, di satu pihak,
masyarakat daerah  memiliki
kesempatan lebih mengenal seluk
beluk pers. Di sisi lain berlaku
ungkapan: “Karena tak kenal maka
tak sayang.” Selain mengenal pers
sebagai sarana informasi, sarana
pertukaran pikiran, pers sebagai
sarana sosial atau sarana publik
adalah milik masyarakat yang harus
dijaga agar pers itu senantiasa
mulia dan bermartabat. Salah satu
cara publik memelihara kemulyaan
dan martabat pers, adalah dengan
melakukan kontrol sosial terhadap
pers. Kontrol merupakan suatu

kemestian yang harus ada dalam
kebebasan. Kebebasan dan kontrol
merupakan the two sides of one
coin untuk menjamin setiap sarana
publik semata-mata untuk ke-
pentingan yang mulya, bermartabat,
danberkeadilan. Ketiga, memelihara
semangat pers perjuangan atau
pers sebagai sarana perjuangan.
Ketika ungkapan “pers perjuangan”
dikumandangkan lebih dari 65
tahun yang lalu, maknanya lebih
ditekankan pada menyatukan dan
menegakkan kemerdekaan sebagai
wujud kedaulatan bangsa Indonesia.
Tetapi, seperti diungkapkan Bung
Karno (pidato 1 Juni 1945),
kemerdekaan (dalam sambutan
ini saya beri makna: kedaulatan
publik), hanyalah jembatan emas.
Selanjutnya, Bung karno mengata-
kan: di seberang jembatan emas
itu kita isi kemerdekaan. Mengisi
kemerdekaan, berarti memasuki
dimensi lain dari kemerdekaan,
dimensi baru bukan sekedar bentuk
dan susunan negara baru. Bukan
pula berarti mengganti aparat
kolonial dengan aparat Republik.
Apalagi apabila penggantian itu
tidak mengubah watak tata kerja
yang sekedarnya birokrasi berjalan
apalagi dengan segala bentuk
penyalahgunaan kekuasaan dan
dan tidak ada keberpihakan kepada
kepentingan rakyat banyak. Mengisi
kemerdekaan harus mencakup pula
dimensi-dimensi lain, antar lain:
dimensi sosial, dimensi ekonomi,
dan dimensi kultural. Dari perspektif
masyarakat, dimensi kedaulatan
sosial, ekonomi, dan kultural, tidak
lain dari masyarakat “toto tentrem
kerto raharjo,” masyarakat “gemah
ripah loh jinawi,” masyarakat “repeh
rapih.” Ungkapan-ungkapan di atas
yang menjadi galih dari sila kelima
Pancasila: “Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.” Dari
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perspektif staatfundamentalnorm,
cita-cita keadilan sosial tidak lain

dari sozialstaat (inti sozialstaat
adalah social justice). Dengan
demikian, dari perspektif

konseptual, cita-cita keadilan sosial
sekaligus merupakan perpaduan
antara paham demokrasi ekonomi
(demokrasi dalam paham materil),
paham negara hukum sosial (sosiale
rechtsstaat) dan paham negara
sosial (sozialstaat). Bahkan dalam
perkembangan, hak atas keadilan
sosial merupakan hak asasi (sociale
mensenrechten). Pada saat ini dan
ke depan, sudah semestinya pers
perjuangan tidak lain dari pers yang
senantiasa committed terhadap
upaya mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidaklah  cukup pers hanya
memberitakan atau menyiarkan
kelompok-kelompok  masyarakat
yang tidak berdaya (marginal),
berhadapan dengan sekelompok
kecil yang bermewah-mewah atau
kebijakan yang tidak berpihak pada
rakyat banyak. Pers harus menjadi
the Spearhead mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam kemiskinan dan
keterbelakangan  rakyat tidak
mungkin berdaulat. Dalam suasana
kemiskinan dan keterbelakangan
sosial rakyat tidak mungkin menjadi
katalisator menjaga kekuasaan
tidak  disalahgunakan. Dalam
kemiskinan dan keterbelakangan
sulit sekali membicarakan pers
yang sehat. Keempat; mendorong
semua anggota komunitas pers
lebih mengenal seluk-beluk daerah

69

“ Pers adalah sarana sosial
(sarana publik)
dan sebagai
the fourth estate
di luar susunan
penyelenggara negara
dan pemerintahan
dan bukan pranata
yang memperjuangkan
posisi dalam kekuasaan”

agar tidak terjadi dikotomi seolah-
olah ada pers nasional dan ada
pers daerah. Komunitas pers
harus benar-benar menanamkan
bahwa keberhasilan pembangunan
nasional dicerminkan keberhasilan
pembangunan di daerah. Karena
itu sudah semestinya pers sangat
memperhatikan persoalan-persoalan
yang dihadapi daerah atau hal-
hal yang semestinya tidak terjadi
di daerah. Pers harus dapat
menunjukkan fungsi pelayanan
publik itu berpusat di daerah.
Karena itu seyogyanya daerah
dihindarkan dari segala bentuk
politisasi atau politicking, melainkan
sebagai tempat pusat pelayanan
publik untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima;, mendorong agar program-
program tertentu Pemerintah
Daerah mendapat fasilitas khusus
dari Pemerintah Pusat c.q. Presiden.
Dalam berbagai HPN, dorongan ini
mendapat respons yang sangat baik
dari Presiden. Praktik semacam ini
sangatlazim,dimanapun, baikdalam
upaya memecahkan suatu masalah
atau dalam rangka accelerating
suatu obyek pembangunan.Namun
kepala daerah, sangat dianjurkan,
agar program-program yang
mendapat dorongan HPN, lebih
ditekankan pada program-program
public utilities dan public services
yang dapat serta merta mengubah

kualitas peri kehidupan rakyat
banyak.

Pada setiap HPN, saya
menyampaikan catatan, HPN
bukanlah  sekedar  berkumpul
melainkan sebagai ajang evaluasi,
memantapkan semangat mem-

bangun pers yang sehat. Sebagai
unsur demokrasi, pers yang sehat
bukan sekedar ada kebebasan
(freedom for the sake of freedom),
tetapi juga pers yang bertanggung
jawab (press responsibility dan press
accountability). Seperti acap kali saya
sampaikan, pertanggungjawaban
pers adalah pertanggungjawaban
terhadap publik. Pers yang sehat
(bebas dan bertanggung jawab)
apabila pers benar-benar sebagai
sarana yang terus-menerus
memperjuangkan, membela, dan

menjamin kedaulatan rakyat.
Sesuai dengan staatside atau
staatfundamentalnorm, kebangsaan
dan negara kita, paham kedaulatan
rakyat tidak sekedar dalam makna
berdaulat secara politik, tetapi juga
berdaulat sosial, berdaulat ekonomi
dalam wujud keadilan sosial yang
berisi kesejahteraan umum dan
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Bung Hatta tidak bosan
berpesan, demokrasi politik saja
tidak cukup untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Disebelah
demokrasi politik perlu demokrasi
ekonomi atau demokrasi sosial
yang berisi kesejahteraan dan
sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Sebagai sebuah realitas,
berdaulat politik hanya menjelma
dalam waktu-waktu tertentu baik
secara periodik atau non periodik.
Berdaulat sosial, berdaulat ekonomi
semestinya bahkan harus menjelma
sehari-hari sebagai tatanan sosial
dan ekonomi rakyat banyak.
Keadilan sosial hanya akan menjadi
realitas, apabila secara nyata rakyat
memiliki kedaulatan sosial dan
kedaulatan ekonomi.

Dua bulan mendatang, rakyat
Indonesia akan berbondong-bondong
menuju  bilik  suara  sebagai
perwujudan  kedaulatan  politik
memilih anggota-anggota badan
perwakilan rakyat. Beberapa bulan
kemudian, rakyat akan kembali

berbondong-bondong memilih
presiden dan wakil presiden.
Sejak setahun yang lalu, telah

dicanangkan, tahun 2014 kita berada
dalam tahun politik. Pemilihan
anggota badan perwakilan, presiden
dan wakil presiden, di manapun
merupakan peristiwa politik yang
sangat penting. Bagi rakyat
Indonesia, pemilihan umum penting.
Pertama; telah dikemukakan,
inilah saat kita menyaksikan
wujud konkrit kedaulatan rakyat.
Kedua; diharapkan, pemilihan
umum itu merupakan bagian
dari pendewasaan demokrasi.
Demokrasi yang dewasa, bukan
saja karena pemilihan umum berja
lan, tertib, damai, dan rakyat bebas
memilih.

» » » Bersambung ke hal 11
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Kegiatan

Laporan dari Yangon

Media Semakin Bebas,
Semakin Bertanggungjawab

“Ghallenges of a free Press”

Yangon, Myanmar
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BERFOTO - Anggota Dewan Pers, Ray Wijaya (kiri), Juru Bicara Kepresidenan Myanmar,
U Ye Thut (tengah) dan CEO Tempo Inti Media, Bambang Harymurti (kanan) berfoto bersama
seusai acara pembukaan International Media Conference, di Yangon, 10 Maret 2014.

emakin bebas media se-
makin dituntut untuk lebih
bertanggungjawab. “Kami
mengharapkan media tidak
hanya berperan meletakkan dasar-
dasar demokrasi bagi masyarakat
saat ini tetapi juga untuk generasi

yang akan datang”. Penegasan
ini disampaikan oleh Anggota
Parlemen Myanmar, Aung San

Suu Kyi pada Internasional Media
Conference di Yangon, Myanmar, 9
Maret 2014.

Acara yang dilaksanakan oleh
East West Centre ini dihadiri sekitar
300 peserta dari 40 negara Asia
Pasific dengan tema “Challenges of
a Free Press”. Acara ini dibuka oleh
Juru Bicara Kepresidenan yang
sekaligus Wakil Menteri Komunikasi
dan Informatika Myanmar, U Ye Thut.

Suu Kyi menambahkan,
peningkatan kompetensi jurnalis
akan meningkatkan kebebasan
pers di negara masing-masing.
“Peningkatan standar pendidikan
dan pelatihan bagi pers akan

mempengaruhi terjaminnya ke-
merdekaan pers”, ujarnya.

Sayangnya, kata penerima
Nobel Perdamaian itu, di negara-
nya sendiri belum memiliki
undang-undang yang menjamin
kemerdekaan pers.

UU Penyiaran

Wakil Ketua Komisi Antar

Lembaga dan Luar Negeri Dewan
Pers, Ray Wijaya, saat menyampai-
kan presentasi dalam acara tersebut

mengemukakan, bahwa lembaga
penyiaran di Indonesia tunduk pada
Undang-Undang Penyiaran (UU
No. 32/2002). Dalam UU tersebut
ditegaskan bahwa Lembaga
Penyiaran Swasta hanya boleh
menyiarkan iklan niaga maksimal
20 persen dari keseluruhan program
acara yang ditayangkan.

Membawakan topik berjudul:
“Commercial Impact on Broadcasting
News”, Ray lebih lanjut menegas-
kan, bahwa ruang redaksi
stasiun TV tidak terpengaruh oleh
aktivitas komersil, dalam hal ini iklan
dan aktivitas lainnya dari pemilik
perusahaan lembaga penyiaran
tersebut. “Saya mencoba meyakin-
kan manajemen perusahaan
tempat saya bekerja bahwa produksi
program berita sama pentingnya
dengan program komersial lain-
nya”, kata Pemimpin Redaksi MNC
TV tersebut.

Menjawab pertanyaan peserta,
Ray menyatakan meskipun stasiun
TV tempatnya bekerja lebih kearah
program hiburan namun sesuai
Undang-Undang Penyiaran maka
setiap stasiun TV diwajibkan mem-
produksi program berita.

Ray menambahkan, bahwa di
Indonesia ada juga stasiun televisi
yang mengkhususkan programnya

kearah berita.e
(Laporan: C3)

PEMAPARAN

— Anggota Dewan
Pers, Ray Wijaya
(kedua dari kiri)
sedang memberi
pemaparan pada
International
Media Conference
di Yangon,

11 Maret 2014.
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<4< Sambungan hal 9
SOLUS POPULI SUPREMA LEX

Tidak kurang penting, demokrasi
yang dewasa, apabila kita dapat
menjaga peri kehidupan yang
harmonis, memelihara perbedaan
sebagai kekayaan bersama,
menjaga saling pengertian dan
saling menghormati, senantiasa
mengedepankan nilai kemanusiaan
yang bermartabat dan beradab.
Ketiga, harapan para pengelola
negara di masa mendatang bukan
hanya tersusun dari para pengejar
kekuasaan untuk menikmati berbagai
privilege, indemnity, dan immunity
melainkan para negarawan yang
menempatkan upaya mewujudkan
keadilan sosial sebagai bintang
pemandu (/eidstar) dalam segala
aspek penyelenggaraan negara
dan pemerintahan. Sudah waktu-
nya fungsi sosial negara dan
pemerintahan sebagai panglima,
bukan kekuasaan sebagai panglima.
Namun, berbagai harapan itu akan
sulit mengemuka karena rakyat

tidak mempunyai kesanggupan
memformulasikan termasuk mem-
perjuangkan harapan mereka.
Sebaliknya yang dapat terjadi,
rakyat menjadi bahan politicking
bahkan eksploitasi dan mobilisasi
politik (political exploitation and
mobilization) semata-mata demi
nikmat kekuasaan (power greedy).
Seperti dikatakan Mclver (The
Modern State), demokrasi tidak
mungkin berjalan baik di tengah-
tengah kemiskinan dan keter-
belakangan. Engels secara lebih
konkrit mengatakan: manusia itu
pertama-tama harus tersedia
makanan, minuman, tempat tinggal
dan sandang sebelum dapat
memberikan perhatian pada politik,
ilmu, seni, dan agama (sambutan
pada saat pemakaman Karl Marx).
Hal ini—suka atau tidak suka—
masih merupakan kenyataan di
sekitar kita. Kita pernah mendengar
ungkapan “wani piro.” Dari perspektif

rakyat, ungkapan ini menunjukkan
mereka sama sekali tidak sanggup
memikirkan bagaimana semesti-
nya pemimpin yang diharapkan.
Mereka sekedar ingin bertransaksi
sekarang, demi menghilangkan
beban kehidupan mereka. Sebagai
suatu wujud pers yang bertanggung
jawab, semestinya pers menjadi
agents yang meneruskan dan
mengaktualisasikan  harapan-
harapan publik tersebut. Pers
boleh saja memiliki pilihan politik,
mendukung seseorang atau suatu
kelompok, namun hendaknya
dukungan itu tidak karena terbuai
untuk ikut menikmati lezatnya kue
kekuasaan, tetapi sebagai public
agents agar rakyat di masa depan
lebih sejahtera, lebih mulia, dan lebih
bermartabat. Mari kita tradisikan,
HPN sebagai tempat para insan pers
berembuk mengenai peran yang
tepat baik sebagai public institution
maupun sebagai the fourth estate.»

< <<« Sambungan hal 5

Antara Posisi dan Hak Politik Wartawan:

Silakan Memilih!

Ataupun sekadar menjadi anggota
tim sukses baik individu, partai
maupun pasangan capres/cawapres,
yaitu non-aktif atau mengundurkan
diri. Pilihan non-aktif adalah pilihan
yang paling lunak bagi wartawan
yang bisa berupa inisiatif untuk
mengajukan cuti panjang selama
masa kampanye sampai masa
pengesahan suara dan masa
pelantikan anggota parlemen yang
baru.

Adapun pilihan mengundurkan
diri secara permanen dari profesi
kewartawanan adalah merupakan
aturan main yang lebih tegas dan
lebih dianjurkan. Alasan untuk hal
ini adalah karena dengan menjadi
caleg, calon anggota DPD ataupun
anggota tim sukses, seorang
wartawan pada hakekatnya telah
memilih  untuk berjuang demi
kepentingan politik pribadi atau
golongannya. Padahal tugas utama
jurnalis adalah mengabdi kepada

kebenaran dan kepentingan publik.
Dengan demikian, ketika seorang
wartawan memutuskan menjadi
caleg, calon DPD ataupun anggota

tim sukses, sebenarnya ia telah
kehilangan legitimasinya untuk
kembali pada profesi jurnalistik.e
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Surat Edaran Dewan Pers
Nomor: 02/SE-DP/11/2014
Tentang
Independensi Wartawan
dan Pemuatan lklan Politik di Media Massa

Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, Dewan Pers mencermati beberapa persoalan pers yang
harus menjadi perhatian komunitas pers. Persoalan tersebut, antara lain, menyangkut independensi wartawan
dan perusahaan pers serta pemuatan iklan politik peserta Pemilu. Dewan Pers menerima banyak laporan terkait
penggunaan perusahaan pers oleh pemiliknya, terutama televisi, untuk kepentingan golongan atau partai politik
tertentu. Dalam kasus lain, penyelenggara Pemilu (KPU/KIP/Bawaslu/Panwaslu), juga meminta pendapat Dewan
Pers terkait pemuatan iklan politik di media massa yang mereka nilai tidak sesuai peraturan.

Menyikapi beberapa persoalan tersebut, dengan berpedoman kepada UU No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik
Jurnalistik, Dewan Pers menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi momentum besar bagi pers untuk menunjukkan fungsinya sebagai media
informasi, pendidikan, dan kontrol sosial secara independen. Apakah pers berhasil melalui tantangan ini akan
diukur dari kemampuannya dalam turut menyukseskan Pemilu melalui liputan berkualitas. Karena itu, Dewan
Pers menyerukan kepada komunitas pers agar tetap menjaga integritas dan martabat sebagai pranata publik
yang independen, menjadikan Pemilu sebagai momentum guna meningkatkan profesionalitas. Pers tidak boleh
sekali-kali merendahkan martabat serta menggoyahkan sendiri kebebasan dan independensi, sekedar menjadi
alat keberpihakan kepada kepentingan politik partisan sesaat.

Wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan independen dalam memberitakan peserta Pemilu
2014. Semua peserta selayaknya mendapat kesempatan yang sama dalam pemberitaan, dan atau diberikan
kesempatan yang sama dalam pemuatan iklan. Sikap adil dan independen harus ditegakkan sebagai wujud
upaya menjaga integritas pers dan memperjuangkan kepentingan publik. Integritas pers yang terjaga akan
memperkuat kebebasan pers di negeri kita.

Sebelum memuat iklan politik peserta Pemilu, perusahaan pers harus memperhatikan bahwa pemuatan iklan
tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Pemilu, UU Pers, UU Penyiaran (untuk media
penyiaran), Peraturan KPU, dan Etika Pariwara Indonesia.

Perusahaan pers harus menegakkan prinsip “pagar api” yang tegas membedakan antara iklan politik dan berita
ataupun iklan yang ditulis dengan menggunakan model dan struktur berita (pariwara). Pemuatan iklan harus
disertai keterangan yang jelas sebagai iklan. Penegakan prinsip ini menjadi satu upaya serius untuk menjaga
integritas pers dan independensi ruang redaksi selama proses Pemilu, sekaligus sikap jujur pers kepada publik
yang berhak mendapat informasi yang benar.

Dewan Pers mempedomani ketentuan di dalam UU Pers dan KEJ dalam menindak perusahaan pers yang diduga
melanggar ketentuan terkait berita atau iklan politik. Sedangkan sanksi terhadap peserta Pemilu sebagai pihak
pemasang iklan di media massa, sesuai ketentuan UU Pemilu, akan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara
Pemilu (KPU/KIP/Bawaslu/Panwaslu).

Jakarta, 24 Februari 2014
Dewan Pers
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